WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 4 TAHUN 2011

Menimbang

Mengingat

-

TENTANG PAJAK HIBURAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

bahwa berdasarkan Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah berubah melalui Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PU-IX/2011 tanggal 18 Juli 2012 perlu
dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

. Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya

Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

. Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang — Undang Nomor 12 Tahun
2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang — Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844,

. Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

. Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



Menetapkan

6. Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang — undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
dan
WALIKOTA DENPASAR
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK HIBURAN.

Pasal |

Ketentuan huruf g ayat (2) Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Denpasar
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota
Denpasar Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Denpasar Nomor 4) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Obyek Pajak berupa jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut
bayaran.

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. tontonan film;
pagelaran kesenian, music, tari, dan/atau busana;
kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
pameran;
diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
sirkus, akrobat, dan sulap;
permainan bilyard dan bowling;
pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness
centre);dan
j. pertandingan olah raga.
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Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 4 Agustus 2014

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 4 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH A DENPASAR,

A

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2014 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVINSI BALI
(NOMOR 1 TAHUN 2014)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 4 TAHUN 2011

L.

II.

TENTANG PAJAK HIBURAN

UMUM

Pemerintah Daerah untuk bisa memberikan pelayanan publik secara optimal kepada
masyarakat, harus diimbangi dengan ketersediaan dana yang lebih memadai dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Oleh karena sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di daerah sangat terbatas, pemerintah daerah dituntut untuk bisa menggali
sumber penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara
optimal sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah berasal dari Pajak
Hiburan yang merupakan potensi pajak daerah yang cukup besar di Kota Denpasar.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PU-IX/2011 tentang
Pengujian Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah terhadap Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang
menyatakan kata “Golf” dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang — Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga permainan golf tidak
dapat lagi dijadikan sebagai obyek Pajak Hiburan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 1



